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 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
NOMOR 6 TAHUN  2014 

 
TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TEBO, 

 

Menimbang :     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a 
juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dibentuk 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan  di 
Pusat Kesehatan Masyarakat:  

 
Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,  Kabupaten Muaro 
Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor  182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 

4. Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

5. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang  Nomor 36  Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO 
dan 

BUPATI   TEBO 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:    PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  

KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT . 
 

BAB I 
  KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya  
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati  Tebo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo. 

6. Kas daerah adalah  Kas Daerah Kabupaten Tebo. 

7. Pelayanan Kesehatan  adalah segala  bentuk kegiatan  pelayanan 
kesehatan  yang diberikan  kepada seseorang dalam rangka 
observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan 
lainnya. 

8. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut 
Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (PRJT) adalah  pelayanan 
kesehatan  kepada pasien untuk  observasi, diagnosis, rehabilitas  
medik  dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang 
rawat inap. 

9. Pusat Kesehatan Masyarakat  yang selanjutnya disingkat  
Puskesmas adalah instansi kesehatan  daerah yang memberikan  
pelayanan kepada masyarakat   yang mempunyai  fasilitas  rawat 
jalan dan rawat inap. 

10. Pelayanan rawat darurat adalah  pelayanan  kesehatan  tingkat  
lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah  atau 
menangulangi  resiko kematian atau cacat. 

11. Rawat inap adalah adalah pelayanan terhadap orang yang masuk 

Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi 

medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang 

rawat inap. 

12. Puskesmas Keliling adalah Unit  pelayanan kesehatan keliling 
yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) 
atau roda 2 (dua) atau  roda 2 (dua) dan  transportasi  lainnya 
di lokasi yang jauh  dari sarana  kesehatan yang ada. 

13. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang 
sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas 
dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan 
kopetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan dan 
sarana yang tersedia. 

 

14. Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes ) adalah Upaya Kesehatan 
Bersumber Masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka 
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mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi 
masyarakat desa. 

15. Tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa 
pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau lokal 
atau tanpa pembiusan. 

16. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan pemeriksaan  
kesehatan dalam rangka untuk menunjang atau menegakkan  

diagnosis dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, 
radiologi, dan atau diagnostik elektromedik. 

17. Pelayanan kunjungan rumah adalah pelayanan yang 
dilaksanakan oleh petugas puskesmas dalam rangka observasi, 
diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan 
mengunjungi rumah pasien. 

18. Pelayanan Obstetrik  Neonatal  Esensial Dasar selanjutnya 
disebut PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam 
rangka menurunkan angka kesakitan dan atau kematian ibu dan 
bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi. 

19. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa  
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 
pemeliharaan  kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang 
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

pemerintah.  

20. Pelayanan ambulance adalah pelayanan yang diberikan dengan 
mempergunakan mobil ambulans  atau mobil puskesmas keliling 
(Pusling) sebagai  alat transportasi untuk  melakukan Pertolongan 
pertama pada kecelakaan(P3K), mengevakuasi pasien dan atau 
untuk merujuk pasien. 

21. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima petugas pelaksana 
pelayanan kesehatan  secara langsung maupun tidak langsung 
melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, 
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, konsultasi, visite,  
asuhan keperawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya. 

22. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya  disebut 
retribusi adalah pembayaran  atas  pelayanan  kesehatan pada 
Pusat Kesehatan Masyarat (Puskesmas), Puskesmas Keliling, 
Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.  

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang 

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi 
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi 
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi 

yang terutang atau seharusnya tidak terhutang. 

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

 
BAB II 

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS 
 

Pasal 2 
 

(1) Pelayanan Kesehatan di Puskemas meliputi upaya kesehatan perorangan dan 
upaya kesehatan masyarakat. 

 
(2) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

dari: 
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a. Pelayanan rawat jalan, meliputi: 
1. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan. 
2. Pemeriksaan fisik. 
3. Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, 

radiodiagnostik). 
4. Pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut. 
5. Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana 

(KB). 
6. Pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit. 
7. Pelayanan terapi substitusi/program terapi rumatan metadon (PTRM). 
8. Pemberian obat-obatan dan bahan habis pakai. 

 
b. Pelayanan rawat inap,meliputi: 

1. Akomodasi penderita/pasien. 
2. Pemeriksaan fisik. 
3. Tindakan medis. 
4. Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, 

radiodiagnostik). 
5. Pemberian obat-obatan dan bahan habis pakai. 
6. Rujukan ke Rumah Sakit. 

 
c. Pelayanan kebidanan, meliputi: 

1. Pelayanan kebidanan dapat dilaksanakan di rumah pasien maupun di 
sarana kesehatan baik Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan 
Puskesmas Keliling serta Poskesdes. 

2. Jenis pelayanan kebidanan yang diberikan, meliputi : 
a. Pemeriksaan kebidanan dan persalinan 
b. Pertolongan persalinan/tindakan medis persalinan. 
c. Pemeriksaan laboratorium bila diperlukan 
d. Perawatan ibu dan bayi baru lahir 
e. Pemberian obat dan bahan habis pakai dan 
f. Rujukan ke Puskesmas dan Rumah Sakit bila diperlukan 
g. Pelayanan mobil ambulance. 
h. Pelayanan di luar jam dinas. 
i. Pelayanan kesehatan oleh pihak ketiga (perusahaan). 
j. Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang  

dilaksanakan di Puskesmas, diluar pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. 

 
(3)  Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri  

dari  
1. Promosi kesehatan 
2.  Penyehatan lingkungan, dan 
3.  Peningkatan kesehatan keluarga dan keluarga berencana 
4.  Perbaikan gizi masyarakat 
5.  Pencegahan dan pemberantasan penyakit 
6.  Kesehatan jiwa masyarakat 
7.  Surveilens penyakit dan surveilens gizi, dan 
8.  Pelayanan kesehatan lainnya 
 

 
BAB III 

PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN 
 

Pasal 3 
 

(1) Terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat dipungut biaya sebagai 
pendapatan daerah. 

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari : 
a. Retribusi. 
b. Lain-lain pendapatan yang sah. 

(3) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, berasal dari kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak 
ketiga. 
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(4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), 
disetor ke kas daerah melalui rekening lain-lain pendapatan yang sah. 

 
BAB IV 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  
SERTA GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 4 

 
Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pelayanan kesehatan  di Puskesmas, 
Puskesmas Pembantu dan Poskesdes. 

Pasal 5  

(1) Objek Retribusi adalah  setiap pelayanan kesehatan  di Puskesmas, Puskesmas 
Pembantu dan Poskesdes, termasuk peserta Program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) anggota masyarakat yang ditanggung pelayanan kesehatannya 
melalui Jaminan Kesehatan Nasional 

(2)   Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah: 

1. Karcis berobat 

2. Konsultasi medis/konseling dan penyuluhan kesehatan. 

3. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan kendaraan Puskesmas 
Keliling (Pusling). 

4. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Posyandu Dan Posyandu 
Lansia. 

5. Pelayanan imunisasi dasar bayi, ibu hamil, calon pengantin, dan anak 
sekolah. 

6. Pelayanan tablet Fe (zat besi) bagi ibu hamil, vitamin A bagi bayi dan balita 
dan ibu nifas. 

7. Pelayan kunjungan rumah pada perawatan kesehatan masyarakat (Publik 
Health Nursing)  

8. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka 
bakti sosial. 

9. Pelayanan kesehatan terhadap Penderita penyakit menular dan atau 
keracunan pada saat kejadian luar   biasa (wabah). 

10. Pelayanan kesehatan terhadap Para korban bencana alam. 

11.Pelayanan kesehatan terhadap Penderita penyakit yang dibiayai oleh   
Pemerintah Pusat. 

12.Pelayanan kesehatan terhadap Kader kesehatan yang terdaftar dan aktif  

binaan Puskesmas dan atau Dinas Kesehatan pada rawat jalan pertama. 

 

Pasal 6 

(1) Subjek retribusi pelayanan  kesehatan pada Puskesmas adalah  orang pribadi 
atau badan  yang memperoleh  jasa pelayanan kesehatan  pada Puskesmas, 
Puskesmas Pembantu, dan Poskesdes. 

(2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah   orang pribadi  
atau badan  yang menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  
retribusi  diwajibkan  untuk melakukan  pembayaran retribusi pelayanan  
kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.  
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Pasal 7 

Golongan Retribusi Pelayanan  Kesehatan di Puskesmas adalah Golongan 
Retribusi Jasa Umum. 

 
BAB IV 

         CARA MENGUKUR TINGKAT  PENGGUNAAN JASA 
 

Pasal 8 

Tingkat  penggunaan  jasa retribusi  pelayanan  kesehatan pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat  dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, waktu 
pelayanan dan fasilitas lainnya. 

 

 
BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR 
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 9 

(1) Prinsip dan sasaran  dalam  penetapan  struktur  dan besarnya tarif retribusi 
adalah berdasarkan  tujuan untuk menutup biaya  investasi  prasarana, 
biaya operasional dan pemeliharaan  dalam rangka  penyelenggaraan  
pelayanan kesehatan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan 
pemeliharan, biaya bunga dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan 
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 

(4) Pembayaran tarif retribusi oleh peserta asuransi kesehatan antara lain 
Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, dan jaminan kesehatan masyarakat 
(jamkesmas) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 
undangan yang berlaku. 

 
BAB VI 

STRUKTUR  DAN  BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal 10 

(1) Untuk setiap  jasa pelayanan kesehatan dikenakan retribusi. 

(2) Jasa pelayanan kesehatan yang diberikan  terdiri dari jasa  medis/para medis 
dan jasa  sarana/prasarana. 

(3) Jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaaan  sarana 
di tempat pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama baik medis maupun 
non medis dan obat-obatan. 

(4) Jasa pemberi pelayanan (medis atau para medis) meliputi  biaya jasa 
medis/paramedis dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau 
pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan. 

(5) Semua jasa pelayanan kesehatan (jasa sarana, jasa medis/para medis) 
disetorkan ke pemerintah daerah setempat. 

(6) Besarnya  tarif  retribusi  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) sebagaimana 
tertera pada Lampiran Peraturan Daerah ini. 

(7) Hasil penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (4) dikembalikan ke 
puskesmas sebagai jasa pelayanan medis/para medis sesuai dengan daftar 
tarif pada lampiran ini. 
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BAB VII 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 
Pasal 11 

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi  untuk mendapatkan 
pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari pemerintah daerah. 

Pasal 12 

Saat  Retribusi  terutang  adalah  pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

 
 

BAB VIII 
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI 

 
 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan 

 
Pasal 13 

(1) Retribusi yang terutang  dipungut di tempat pelayanan  atau  tempat lain 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati. 

(2) Pemungutan  Retribusi  tidak dapat diborongkan, kecuali dengan izin Bupati 
atau yang dikuasakan. 

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa karcis, Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), Surat Tanda 
Bukti Pembayaran (STBP) dan Kartu Langganan. 

(5) Dalam hal wajib Retribusi  tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, 
dikenakan sanksi administratif  berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 
ditagih dengan menggunakan STRD. 

(6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului 
dengan surat teguran. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai  tata cara pelaksanaan pemungutan dan 
penagihan  retribusi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)  dan ayat (5) 
diatur dengan  Peraturan  Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Keberatan 
 

Pasal 14 

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai  
alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling  lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
di luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan 
pelaksanaan penagihan retribusi. 
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BAB IX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
 

Pasal 15 
 

(1) Bupati  dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi. 

(2) Pengurangan,  keringanan  dan pembebasan retribusi sebagaimana 
dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib 
retribusi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemberian 
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB X 
       PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  

 
       Pasal 16 

 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi 
sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

    BAB XI 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

 

Pasal 17 

 

(1) Hak untuk  melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa 
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 

terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan  tindakan 

pidana dibidang retribusi. 
(2) Kedaluwarsa penagih retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh jika: 

a. diterbitkan surat teguran; atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, kedaluwarsa penagih dihitung sejak tanggal diterimanya 
surat teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum 

melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung  sebagaimana 
dimaksud pada ayat ((2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 

permohonan ngsuran atau penundaaan pembayaran dan permohonan 

keberatan oleh wajib retribusi. 
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BAB XII 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

 

 Pasal 18 

 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat   dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten 
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana   dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi 
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB XIII 
PEMERIKSAAN 

 

Pasal  19 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan  
pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan retribusi daerah. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 

dilakukan oleh Bupati. 

(3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib : 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,  dokumen 
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang  berhubungan dengan 
objek retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau  ruangan yang 
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna   kelancaran 
pemeriksaan; dan/atau 

c.  memberikan keterangan yang diperlukan. 

(4) Ketentuan  lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB XIV 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
 

Pasal 20 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif 
atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan 

Peraturan Bupati . 

 

BAB XV 
PENYIDIKAN 

Pasal 21 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud 
dalam  Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana retribusi;      

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi    atau 
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

 
BAB XVI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 22 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 
negara. 

 
 

BAB XVII 
PENINJAUAN TARIF RTRIBUSI  

 
Pasal 23 

 
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.  

(2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana ayat (1), dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana ayat (2), ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

 
 
 



 

 

11 

 
   

BAB XVIII 
KETENTUAN  PENUTUP 

 
Pasal 24 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 
Nomor  2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat 
Kesehatan Masyarakat ( Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 2) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 25 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.    
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.  

 

Ditetapkan di Muara Tebo, 
pada tanggal 22 April 2014 
 

 BUPATI TEBO, 

          dto 

             SUKANDAR 

 
Diundangkan di Muara Tebo 
pada tanggal 22 April 2014 
 

     SEKRETARIS DAERAH  

    

dto 

      NOOR SETYO  BUDI  
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